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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah
hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi
itu adalah sebagai berikut.
4. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
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| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
d Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka danha
3 Dal D De
3 Zal z zet (dengan titik di atas
J Ra R Er
J Zai 4 Zet
o Sin S Es




o Syin Sy es dan ye
ol Sad $ es (dengan titik di bawah)
ua Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b} Za z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
& Ghain G Ge

o Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Wau \W We

® Ha H Ha

s Hamzah Apostrof

7] Ya Y Ye

5. Vokal

Vokal tunggal

Vokal rangkap

Vokal Panjang

T=3

= s = ai gl=1
i:u s =au }i:ﬁ

6. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

M:\A;Sba

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

ditulis mar’atun jamilah




Vil

dab b ditulis fatimah
7. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
Uy ditulis rabbana
> ditulis al-barr
8. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
gAY ditulis asy-syamsu
Ja ditulis ar-rojulu
TP ditulis as-sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan
dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
»Aal ditulis al-gamar
el ditulis al-badi’
d 3 ditulis al-jalal

9. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
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Contoh:
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.la
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami;
ampunilah kami; dan rahmatilah kami.Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah

kami terhadap kaum yang kafir”.

Allah SWT mengetahui kemampuan seorang hamba-Nya dan tidak menuntut
untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Apabila diantara kita
sedang menghadapi permasalahan hidup maka berserah diri lah kepada Allah

SWT dan tetap dijalan-Nya



ABSTRAK

Tri Santika, 1517066, 2021. Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi
Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Figih Siyasah dan
Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas
I1A Kota Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam
Negeri Pekalongan. Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I.

Asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku pelanggar hukum dengan
kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat
melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya. Sedangkan Integrasi
didefinisikan sebuah kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak dengan
masyarakat untuk melakukan suatu pemulihan agar bisa berbaur lagi di tengah
kehidupan masyarakat. Asimilasi dan Integrasi dalam proses pelaksanaannya
dijalankan berdasarkan Permenkumham dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang
memperoleh asimilasi dan integrasi harus memenuhi beberapa persyaratan yang
ada sesuai dengan peraturan dari permenkumham sendiri.

Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah munculnya progam
asimilasi dan integrasi dari pemerintah diera pandemi dan pengelolaan yang
dilakukan antara petugas rutan terhadap warga binaan dalam menjalankan
progam asimilasi dan integrasi sudah diterapkan sebagaimana mestinya dan
bagaimana perspektif figih siyasah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui implementasi pemberian asimilasi dan integrasi pada masa
Pandemi, dan menggali pemahaman bagaimana perspektif dalam figih siyasah
dan permenkumham mengenai pemberian asimilasi dan integrasi di Rutan Kelas
I1A Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan (field research). Dengan
menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan
datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknis
analisis datanya adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif.
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Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa proses penerapan
asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas I1A Pekalongan sudah berjalan
sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam
pemberian asimilasi dan integrasi pegawai rutan berpedoman pada peraturan
yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai asimilasi dan integrasi. Sedangkan
penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif figih siyasah dapat dikatakan
tidak sama. Karena dalam persyaratan memperoleh asimilasi dan integrasi
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ada prinsip
pemaafan bagi pelaku tindak pidana untuk mengurangi masa hukuman. Dalam
sistem figih siyasah asimilasi lebih dekat dengan pengampunan dan pemaafan
ialah hal yang dicintai dan disunnahkan.

Kata kunci: Asimilasi dan Integrasi, Narapidana, Covid-19, Figih Siyasah.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Progam asimilasi merupakan proses pembinaan bagi narapidana dan anak
yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak ditengah
kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi merupakan pemberian
pembebasan bersayarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi
narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana korupsi,
terorisme, psikotropika, narkotika dan prekursor narkotika, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga
negara asing dan kejahatan terhadap keamanan Negara. Hak asimilasi dan
integrasi tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi over kapasitas
didalam penjara di masa pandemi covid-19.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat
Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran
dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.'Kebijakan
tersebut yang dikecualikan untuk narapidana narkoba dan korupsi itu juga
dibuat karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang

melebihi kapasitas. Sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah

! Anonim, “Cegah Covid-19 Menyebar di Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan
Narapidana

Dipercepat”, melaluihttps://bebas.kompas.id/, diakses tanggal 19 Februari 2021, Pukul
10:00 Wib
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tahanan hanya mampu menampung 131.931 orang. Sebagaimana jumlah
narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Pemerintah
menetapkan bahwa Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari
upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Berdasarkan hal tersebut, Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan
Anak melalui asimilasi dan Integrasi yang terdapat didalam Surat Keputusan
Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, bahwa pengeluaran narapidana
dan anak melalui asimilasi dilaksanakan bagi anak yang setengah masa
pidananya hingga 31 Desember 2020. Dan narapidana yang dua pertiga masa
pidananya hingga 31 Desember 2020. Sebagaimana sebelum adanya Pandemi
Corona, dari dahulu sudah pernah diinisiasi program pengurangan jumlah
tahanan di penjara, misalnya dengan usulan mengoptimalkan penjatuhan
pidana pengganti berupa pidana denda, pidana bersyarat dan mediasi penal,
yang pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dan perubahan hukum
pidana dan sistem pemidanaan. Sebagai bagian dari Integrated Criminal
Justice System.

Untuk melaksanakan progam pembinaan bagi narapidana dibutuhkan
pembinaan yang menuju ke arah integrasi terhadap masyarakat. Partisipasi
masyarakat yang memiliki kemampuan dalam aspek pelaksanaan kegiatan
kerja sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu keberhasilan dari progam
pembinaan yang telah dilaksanakan. Demi menciptakan keberhasilan dalam

membaurkan narapidana ditengah kehidupan masyarakat semua proses



pembinaan narapidana dilakukan dengan satu kesatuan yang integral.
Narapidana diharapkan dapat memiliki bekal kemampuan baik dalam hal
ketrampilan, fisik, keahlian, mental serta materi dan finansial. Untuk bisa
berbaur kembali menjadi warga yang berguna bagi orang lain dan menjadi
lebih baik dari yang sebelumnya. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan
dengan pertimbangan rawannya penularan Covid-19 di dalam Rumah
Tahanan/ /Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga pemasyarakatan di
Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.?

Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 telah memberikan progam
asimilasi terhadap 174 Narapidana dan terdapat 5 orang yang gagal
memperoleh hak asimilasi karena melakukan atau mengulangi tindak
kejahatan yang serupa atau disebut residivis. Kelima orang tersebut terbukti
melakukan perkara pencurian yang terdapat dalam pasal 363 KUHP. Maka
orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan dicabut hak asimilasinya,
diberikan jatuhan hukuman kurungan sel, dan tidak mendapat hak integrasi
selanjutnya. Kemudian berdasarkan peraturan yang terbaru Peraturan Menteri
Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2021 Rumah Tahanan Kelas IIA Kota
Pekalongan telah memberikan progam asimilasi terhadap 32 Narapidana dan
hingga sekarang belum terdapat narapidana yang melakukan tindak kejahatan

kembali atau residivis. Apabila dibandingkan dengan Lapas Kelas IIA

2 Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah
Pandemi Covid19”, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020,
diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, him 1



Pekalongan terdapat 23 Narapidana yang memperoleh asimilasi, dan Rutan
Kelas 11B Pemalang sebanyak 61 Narapidana yang memperoleh hak asimilasi.
Maka Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan termasuk yang terbanyak dalam
memberikan progam asimilasi narapidana yaitu sebanyak 174 pada tahun 2020
dan 32 Narapidana pada tahun 2021 total terdapat 206 Narapidana yang
mendapatkan progam asimilasi.®

Adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali atau residivis
setelah dibebaskan dapat menjadi indikator bahwa pelaksanaan pembinaan
terhadap moral bagi narapidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan
atau kurang dalam penerapannya. Hal yang dijadikan jaminan bagi
pemerintah ialah pengawasan dari petugas yang berjaga setelah para
narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Pemerintah harus
berpartisipasi dalam hal pengawasan narapidana, ketika progam asimilasi dan
integrasi memberikan hak kebebasan bagi narapidana untuk berbaur kembali
ditengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik
untuk melakukan observasi supaya mampu memahami lebih dalam tentang
bagaimana proses pelaksanaan penerapan asimilasi dan integrasi serta
bagaimana perspektif dalam hukum tata negara. Maka dari itu penulis
melakukan penelitian terkait dengan program asimilasi dan integrasi dengan

judul:“Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana pada Masa

® Tavip Imam Haryantom, Ka.Subsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIA Kota
Pekalongan,
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Pandemi Covid-19 Perspektif Figih Siyasah dan Permenkumham Nomor

10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas Il A Kota

Pekalongan)”

. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Proses Implementasi Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada
Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I1A Kota Pekalongan?

Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah Tentang Pemberian Asimilasi dan
Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas Il A Kota
Pekalongan?

Bagaimana Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan Kelas 1lIA Kota

Pekalongan dalam Persektif Permenkumham?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

a.

N

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Proses Implementasi Pemberian Asimilasi dan
Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas 1A Kota
Pekalongan

Untuk Mengetahui Seperti Apa Perspektif Fikih Siyasah Tentang
Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di
Rutan Kelas 1A Kota Pekalongan

Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan

Kelas I1A Kota Pekalongan dalam Perspektif Permenkumham

. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis



Mampu menambah pengetahuan mengenai penerapan progam asimilasi
dan integrasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan serta memahami
apakah pelaksanaan dan penerapan asimilasi telah sesuai dalam
mencukupi hak-hak narapidana yang terdapat di Rumah Tahanan

b. Manfaat Praktis
Mampu menambah masukan bagi pemerintah mengenai langkah-langkah
pemidanaan dalam penerapan hak asimilasi serta integrasi terhadap
narapidana apakah dalam penerapannya tersebut sudah hampir sama
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 serta
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04
Tahun 2020 dan sebagai bahan untuk membandingkan teruntuk mahasiswa
lain yang ingin melakukan observasi yang sama.

D. Telaah Pustaka

1. Penelitian Skripsi - Sitti Nur Aulia Insani (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sitti Nur Aulia Insani
pada tahun 2019 yang mengambil judul "Pelaksanaan Pemberian Hak
Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas |
Makassar".* Permasalahan yang dibahas dalam observasi ini ialah
pelaksanaan asimilasi narapidana dan faktor penghambat yang dihadapi
dalam proses asimilasi narapidana. Tempat yang peneliti gunakan dalam
observasi ini ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Makassar. Observasi

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta

* Sitti Nur Aulia Insani, Skripsi, Pelaksanaan Pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Makassar, (Makassar : UIN Alauddin Makassar,2019)



metode yuridis empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari observasi
Sitti Nur Aulia Insani ini adalah bahwa pelaksanaan asimilasi sudah
berjalan sesuai dengan peraturan namun progam pembinaan tersebut tidak
mengharuskan bagi warga binaan untuk andil, mereka dapat memilih
pelaksanaan progam pembinaan yang ada. Dan faktor penghambatnya ada
hambatan internal terdiri dari beberapa masalah yang tidak memenuhi
syarat. Hambatan eksternal masalah terkait faktor kebudayaan masyarakat.
Dari penelitian Sitti Nur Aulia Insani ini (2019) peneliti menggunakan
metode penelitian yang sama akan tetapi yang membedakan adalah bahwa
peneliti mengkaji tidak hanya pada pelaksanaan Asimilasi saja namun juga
integrasi bagi Narapidana ditengah Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan
Kelas I1A Kota Pekalongan Perspektif Figih Siyasah.
2. Penelitian Skripsi- Mahatir Madjid (2014)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahatir Madjid pada
tahun 2014 dengan mengambil judul "Pelaksanaan Pemberian Hak
Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rutan
Kelas IIb Masamba)".°Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini ialah
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat serta hambatan-hambatan
yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Populasi yang
peneliti gunakan dalam observasi ini ialah Rutan Kelas Il B Masamba.

Observasi ini memakai metode studi kasus deskriptif dengan pendekatan

® Mahatir Madjid, Skripsi, Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan
Pembebasan
Bersyarat, (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)



kualitatif. Kesimpulan observasi Mahatir Madjid ini adalah pelaksanaan
pembebasan tersebut dianggap telah berhasil karena dapat dilihat dari
tahun 2013-2014 jumlah yang terealisasi terus meningkat dan disamping
itu terdapat pula kendala baik Internal maupun eksternal. Dari penelitian
Mahatir Madjid ini peneliti menggunakan metode yang berbeda yaitu
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode yang dipakai
ialah yuridis empiris. Serta yang membedakan lagi ialah peneliti mengkaji
tidak hanya pada pembebasan bersyarat namun juga pada asimilasi beserta
perspektif figih Siyasah. Hubungan penelitian skripsi Mahatir Madjid
dengan skripsi penulis ialah sama-sama meneliti mengenai pemberian hak
Narapidana dalam mendapatkan salah satu hak integrasi yaitu pembebasan
bersyarat.
3. Penelitian Jurnal- Igrak Sulhin (2020)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Igrak Sulhin pada tahun
2020 Jurnal Hukum dan Pembangunan: "Covid-19, Pemenjaraan
Berlebihan, dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan".® Permasalahan yang
dikupas dalam observasi ini ialah mengenai Covid-19 beserta respon
masyarakat, pemenjaraan yang berlebihan atau overcrowded, dan potensi
Katastrofe Kemanusiaan. Populasi yang diterapkan dalam observasi ini
ialah Lapas dan Rutan di Indonesia pada khususnya Per bulan April 2020

dan di dunia pada umumnya. Observasi ini mengaplikasikan metode

® Iqrak Sulhin, “Covid-19,Pemenjaraan Berlebihan,dan Potensi Katastrofe
Kemanusiaan”,Jurnal
Hukum & Pembangunan, Volume 50, no. 2 (April-Juni,2020) him 400-422



Kuantitatif dan Kualitatif deskriptif. Kesimpulan observasi Iqrak Sulhin ini
adalah bahwa Covid-19 dan respon masyarakat dapat dikatakan belum
sesuai dengan standar, baik dalam hal obat-obatan dalam unit teknis
pemasyarakatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maupun sarana
dan prasarana yang kurang memadai.

Pemenjaraan yang berlebihan dan potensi katastrofe atau bencana
kemanusiaan menjelaskan bahwasanya untuk menanggulangi penyebaran
covid-19 dalam penjara yang hanya berisi sel tahanan narapidana tidak
mampu memberikan pencegahan terhadap virus tersebut. Untuk itu
dibutuhkan alternatif baru dari berbagai negara-negara di dunia dalam
mengembangkan model penghukuman di masa pandemi sekarang ini
dalam merespon bahaya dampak covid-19. Dari penelitian Iqrak Sulhin
ini Peneliti menggunakan metode yang berbeda yaitu metode yuridis
empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Serta yang membedakan
lagi ialah peneliti mengkaji di lingkup yang lebih kecil yaitu di Rutan
kelas 1A Kota Pekalongan dengan Perspektif Figih Siyasah.

4. Penelitian Jurnal-Samuel Arsheldon (2020)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samuel Arsheldon pada
tahun 2020 Jurnal Hukum dan Kemanusiaan : "Strategi Antisipasi Over
Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran

Covid-19"."Permasalahan yang dikupas dalam observasi ini ialah

7 Samuel Arsheldon, “Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan
Pencegahan Penyebaran Covid-19”,Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14,No.
1(Juni,2020)him 1-26
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mengenai progam pemerintah dalam rangka penyebaran dan pencegahan
Covid-19 di Lapas. Pengaruhnya bagi masyarakat, serta strategi antisipasi
kelebihan kapasitas dalam pembaharuan hukum pidana. Populasi yang
diterapkan pada observasi ini ialah di Lembaga Pemasyarakatan
khususnya di Indonesia. Dalam observasi ini memakai pendekatan
penelitian statute approach dan conceptual approach dengan metode
yuridis normative.

Kesimpulan observasi Samuel Arsheldon ini adalah bahwa
kebijakan pemerintah itu hanya berlaku untuk warga binaan tindak pidana
umum. Kebijakan tersebut tentunya menimbulkan keresahan di
masyarakat sebab adanya narapidana yang melakukan perbuatan tindak
pidana kejahatan kembali. Strategi antisipasi over capacity dua konsep
dalam pembaharuan hukum pidana RKHU ialah tujuan pemidanaan serta
Individualisme pidana. Dari penelitian Samuel Arsheldon ini Peneliti
menggunakan metode yang berbeda yaitu pendekatan yuridis sosiologis
dengan metode yuridis empiris. Serta yang membedakan lagi ialah Peneliti
mengkaji tidak dilapas seluruh Indonesia namun Asimilasi dan Integrasi di
Rutan Kelas 1A Kota Pekalongan Perspektif Figih Siyasah.

. Penelitian Tesis - Gilang Kresnanda Annas (2016)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gilang Kresnanda Annas

pada tahun 2016 dengan mengambil judul "Pemenuhan Hak Asimilasi

Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo". Problem
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yang dikupas dalam observasi ini ialah tentang pelaksanaan Asimilasi
ditinjau dari prinsip perlindungan anak dan bentuk pelaksanaannya di
masa mendatang serta langkah yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi
tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak asimilasi. Populasi yang
digunakan dalam observasi ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kutoarjo.® Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kesimpulan
observasi Gilang Kresnanda Annas ini ialah bahwa pelaksanaan asimilasi
tersebut sudah berjalan akan tetapi belum seluruhnya teraplikasi terhadap
prinsip perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari belum
diterapkannya asimilasi dalam kegiatan pendidikan untuk anak didik.
Kemudian tidak adanya dukungan dari orang tua sehingga Lembaga
Pembinaan Anak mengupayakan dari LSM ataupun yayasan sebagai
jaminan supaya anak tersebut dapat berasimilasi. Dari penelitian Gilang
Kresnanda Annas ini Peneliti menggunakan metode penelitian yang
samanamun mengkaji di lingkup yang berbeda Peneliti mengkaji tidak
hanya asimilasi namun juga Integrasi bagi Narapidana di tengah Pandemi
Covid19 di Rutan Kelas 1A Kota Pekalongan Perspektif Figih Siyasah.
E. Kerangka Teori
1. Asimilasi dan Integrasi Narapidana

a. Pengertian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana

8 Gilang Kresnanda Annas, “Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga
Pembinaan
Khusus Anak Kutoarjo” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,2016), hlm 124-125
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Asimilasi adalah suatu proses sosial antara kelompok sosial
tertentu dengan pelaku pelanggar hukum yang mempunyai tujuan
supaya mereka mampu menyesuaikan budaya dalam kelompoknya dan
dapat berbaur kembali secara individu. Sedangkan asimilasi menurut
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018
menjelaskan bahwa asimilasi merupakan suatu upaya dibebaskannya
kembali narapidana dan anak di tengah kehidupan masyarakat.
Dibawah ini dijelaskan beberapa tingkatan asimilasi menurut Milton
M. Gordon (1968) yang dikutip oleh Poerwanti Hadi Pratiwi

diantaranya ialah sebagai beriukut :°

1) Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas
diperlukan perubahan dalam pola kebudayaan atau bisa disebut
(cultural or behavioral assimilation).

2) Munculnya pranata dan perkumpulan pada golongan kelompok
primer dari golongan mayoritas yang mengakibatkan masuknya
kelompok minoritas secara besar-besaran atau bisa disebut
(structural assimilation).

3) Adanya pernikahan antar sesama golongan yang terjadi secara

bersamaan dan banyak atau bisa disebut (marital assimilation).

Untuk menjadikan masyarakat mampu membentuk perilaku yang tidak

mengakibatkan konflik hukum sebelumnya, dan menjadikan mereka mampu

% Poerwanti Hadi Pratiwi, Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep, (tanpa
penerbit)
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menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial lebih baik daripada sebelumnya
serta menaati peraturan dalam masyarakat yang ada. Sangat dibutuhkan
kerjasama antara pelaku pelanggar hukum dalam menjalani proses peleburan
dengan anggota keluarganya ditempat mereka berasal. Proses sosial tersebut
dilaksanakan dengan cara penerimaan perilaku, penerimaan sikap, identifikasi,
meleburkan budaya hal tersebut dilakukan supaya pelaku pelanggar hukum
merasa diperlakukan sama dengan masyarakat sekitar atau tidak disriminasi
sehingga mereka mampu menaati seluruh norma dan aturan yang dibuat dalam
masyarakat. Kemudian menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak
Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
dan Cuti Bersyarat adalah progam pembinaan untuk mengintegrasikan
Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan. Menurut Clemens Bartolas (Dalam Andi
Wijaya Rivai, 2014) terdapat tiga asumsi dasar dalam model reintegrasi dalam
melakukan integrasi bagi pelaku pelanggar hukum yaitu sebagai berikut:™°
1) Problem yang terkait tindak pidana kriminal harus diselesaikan bersama
warga dimana mereka tinggal.
2) Membantu para pelanggar hukum agar dapat mematuhi hukum yang telah
diterapkan merupakan wujud tanggung jawab masyarakat terhadap

masalah yang sedang terjadi menyangkut pelaku tindak pidana kriminal.

1 Andi Wijaya Rivai, Buku Pintar Pemasyarakatan, (Lembaga Kajian Pemasyarakatan,
2014)
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Sebab itu, perlu peran warga untuk memberikan kesempatan terhadap
pelaku tindak kriminal supaya selalu patuh terhadap hukum yang berlaku.
Serta pelaku kriminalnya pun harus memahami hal tersebut.

3) Pelaku tindak kriminal perlu mengetahui ataupun didekatkan dengan
anggota keluarga, warga masyarakat, maupun pekerja. Tujuannya yaitu
supaya tercapainya tujuan dari reintegrasi tersebut.

Tipe reintegrasi yang ideal setidaknya memiliki empat unsur sebagai
berikut:

1) Prison based rehabilitation;
2) Transitional service;

3) Community after care; dan

4) Postsupervision certification as “normal”.

“Konsep reintegrasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep
communitybased corrections. Logika pembenaran konsep community based
corrections adalah bahwa masyarakat merupakan tempat yang paling ideal
untuk melakukan upaya pembinaan pelanggar hukum”.*'Dalam pengertian
diatas diharapkan bahwa narapidana mampu menjalankan perannya seperti
masyarakat yang lainya, adanya masyarakat diharapkan mampu
membantudirinya lebih patuh terhadap hukum serta adanya proses integrasi
tersebut mampu menjadikan pelaku pelanggar hukum pulih kembali dalam

menjalani kehidupannya.

' Andi Wijaya Rivai, Buku Pintar Pemasyarakatan, (Lembaga kajian Pemasyarakatan,
2014) h.20
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b. Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana

Syarat pemberian asimilasi harus di berikan terhadap narapidana

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018

pasal 44 yaitu : Asimilasi tersebut bisa ditujukan terhadap warga binaan,

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Narapidana yang dapat

diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*?

1)

2)

3)

Harus Berperilaku baik selama kurun waktu (Sembilan) bulan terakhir,
dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

Selalu proaktif menjalankan program bimbingan pembinaan yang
benar dan baik;

Sudah menjalankan paling tidak 1/2 (satu per dua) masa pidananya.

Syarat pemberian Integrasi bagi Narapidana Syarat Pembebasan

Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas diberikan bagi Narapidana yang:

1)

2)

3)

4)

Sudah menjalani masa pidananya paling tidak % dengan persyaratan
masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan

Terbukti berperilaku baik sewaktu menjalani masa pidana paling tidak
sembilan bulan terakhir terhitung sebelum tanggal %3 masa pidana
Sudah mengikuti program pembinaan dan bimbingan dengan disiplin,
benar, tekun, serta bersemangat dalam menjalaninya

Warga sekitar harus bisa menerima progam pembinaan yang dilakukan

oleh para warga binaan.

12 pasal 44 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Rl Nomor 3 Tahun 2018
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c. Pelaksanaan Tahapan Pembinaan Asimilasi bagi Narapidana dan Anak
Didik
Dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan
dilakukan melalui upaya-upaya diantaranya, yaitu tahap awal, tahap
lanjutan, dan tahap akhir.® Proses dalam tahapan tersebut diantaranya
ialah:**
1) Pembinaan tahap awal dilakukan hingga 1/3 (satu per tiga) masa
pidanya sejak pelaku ditetapkan sebagai narapaidana.

2) Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan
tahap awal sampai dengan % (satu per dua) masa pidananya
b) Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya
3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan setelah berakhirnya masa pidana
narapidana yang bersangkutan.

2. Masa Pandemi Covid-19

Munculnya Corona Virus Diseases ini tentu berpengaruh bagi
jalannya asimilasi dan Integrasi seperti munculnya hak kebebasan
narapidana untuk dapat diperlakukaan sama atau disebut dengan asimilasi

dan diberikan kebebasan bersyarat bagi narapidana umum untuk dapat

13 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan

Warga Binaan Pemasyarakatan

“Ibid,... Pasal 9
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berbaur kembali dengan masyarakat atau disebut dengan Integrasi. Pada
ilmu kesehatan, suatu penyakit ataupun wabah yang menyerang banyak
korban, menyeluruh secara bersamaan di berbagai negara bisa juga disebut
sebagai pandemi. Sedangkan pada kasus Corona Virus Diseases, menurut
WHO munculnya pandemi ini sangat rentan, dan semua orang memiliki
potensi terinfeksi penyakit Corona Virus Diseases. Penting diketahui, pada
kasus Corona Virus Diseases telah menjadi yang pertama yang disebabkan
oleh Corona virus yang sudah muncul pada akhir tahun kemarin.
Pengertian  pandemi  tersebut hanya memperlihatkan  tingkat
penyebarannya saja bukan digunakan untuk menunjukkan tingginya
tingkat suatu penyakit.

WHO mengumumkan bahwasanya Corona Virus Diseases bisa
dikatakan sebagai Internasional darurat sebab itu sudah menjadi status
global pandemic. Maksudnya, walaupun belum terdapat orang yang
terdeteksi, rumah sakit maupun Klinik seluruh dunia diharuskan agar
mempersiapkan segalanya termasuk apa saja yang dibutuhkan bagi pasien
corona virus. Dampak dari adanya Corona Virus Diseases di Indonesia ini
ialah munculnya hak Asimilasi serta Integrasi untuk warga binaan. Hal ini
berdasarkan tentang pembebasan pengeluaran narapidana dan anak melalui
asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
penyebaran virus corona. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun

2020.
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Teori Figih Siyasah

Pengertian Figh Siyasah berasal dari kata figh dan siyasah. Kata
fagiha-yafgahu-fagihan adalah bentuk masdar yang memiliki maksud
pengetahuan yang mendalam untuk memahami tujuan ataupun tindakan
tertentu hal tersebut merupakan definisi secara etimologis. Menurut istilah
figh merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hukum-hukum syara’
yang dapat dipahami dari dalil-dalil yang rinci yang bersifat perbuatan.
Figh menurut ahli figh terdapat dua pengertian.Yang pertama ialah, terdiri
dari kata yasah yang diimbuhkan huruf sin berbaris kasrah di awalnya lalu
dibaca siyasah definisi yang pertama ini dikemukakan oleh Al-Magrizy.
Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Magrizi menyatakan, arti
kata Siasah adalah mengatur.™

Definisi di atas terdiri dari berbagai bentuk hukuman yang besar
untuk pelaku tindak pidana terkhusus yang didasarkan pada sebuah kitab
undang-undang karya jengish khan dengan tema ilyasa. Selanjutnya,
siyasah terdiri dari tiga bahasa, yaitu mongol, turki, dan persia hal tersebut
dikemukakan oleh Ibn Taghri Birdi. Yang kedua, siyasah berasal dari kata
dalam bahasa arab, yaitu masdhar dari kata tashrifan kata sasa-yasusu-
siyasatun kata tersebut dikemukakan oleh Ibn Manzhur.'® Dan definisi
secara sederhana mengenai siyasah ialah “mengatur sesuatu dengan cara

yang membawa kepada kemaslahatan” definisi tersebut adalah menurut

>Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wicana, 1994)

him 7.

'®1bn Manzhur Lisan al-Arab Jilid 6 (Bierut: Dar al-Shadir, 1986), him 108.
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Ibn Manzhur. Perlu diketahui oleh tokoh politik Islam, siyasah syar’iyah
juga bisa disinonimkan dengan ilmu figh siyasah.

Jadi dapat disimpulkan, figh siyasah merupakan ilmu kajian tata
Negara Islam yang pada umumnya menjelaskan tentang seluk beluk
pengaturan kepentingan ummat manusia dan Negara pada khususnya,
seperti kebijakan pemimpin yang sesuai dengan ajaran lIslam, guna
menciptakan kemudharatan dan kemaslahatan terhadap manusia yang
muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta
berupa juga peraturan dan penetapan hukum.

F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi dalam

beberapa sub diantaranya ialah :

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang pengarang gunakan dalam observasi ini ialah
metode yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Observasi ini
biasa disebut juga sebagai penelitian lapangan, maksudnya ialah
mengamati secara langsung peristiwa apa yang terjadi dalam
kenyataanya di tengah masyarakat serta menggali bagaimana ketentuan
hukum yang berlaku di dalamnya. Atau dapat dikatakan pula sebuah
observasi agar dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta nyata
serta data yang diperlukan di tengah masyarakat, kemudian jika data

yang diperlukan sudah memenuhi maka selanjutnya ke tahap
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mengidentifikasikan problem atau bagaimana menyelesaikan rumusan
masalah tersebut. Jenis observasi yang peneliti gunakan termasuk jenis
penelitian empiris, sebab untuk mengetahui bagaimana hak-hak
narapidana serta bentuk perlindungannya dalam pelaksanaan
pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana di Rumah Tahanan
Kelas 1A kota Pekalongan.

b. Lokasi Penelitian

Tempat yang peneliti gunakan dalam melakukan observasi ini ialah
Rumah Tahanan Kelas 1A Kota Pekalongan, untuk bisa memecahkan
rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penulisan proposal
skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Observasi yang peneliti gunakan ialah menggunakan pendekatan
yuridis empiris yang memiliki definisi yaitu pendekatan hukum sebagai
instiusi sosial yang fungsional serta rill dalam sistem kehidupan yang
nyata baik dalam lingkup mengidentifikasi maupun mengkonsepsi.'’Jenis
pendekatan ini lebih cenderung untuk mendapatkan pengertian hukum
secara empiris melalui wawancara langsung ke suatu objek yakni untuk
memahami pelaksanaan pemberian Asimilasi dan Integrasi di Rumah
Tahanan Kelas I1A Kota Pekalongan.

3. Jenis dan Sumber Data

7 Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum”. (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press, 1986), him 51
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a. Jenis Data

Pendekatan ini menekankan pada analisis proses dari proses
berfikir secara induktif dan senantiasa menggunakan logika ilmiah
yang berhubungan dengan dinamika antar fenomena yang diamati.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu
suatu proses penelitian yang dilakukan secara natural dan wajar sesuai
dengan kondisi objektif lapangan tanpa adanya manipulasi.*®

b. Sumber Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data yakni mengambil
sumber ataupun subyek darimana akar informasi didapatkan.'® Sumber
data yang peneliti gunakan ialah diantaranya:

1) Data primer

Data primer adalah sumber utama didalam penelitian data
yang secara langsung mengambil subyek sebagai sumber informasi
yang dicari dengan menggunakan alat pengambil data atau alat
pengukuran. Data primer ini peneliti gali secara langsung dari
beberapa pegawai di Rumah Tahanan Kelas 1A Kota Pekalongan.
Data primer yang peneliti ambil di observasi ini ialah yang
berhubungan dengan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan

terkait pelaksanaan penerapan asimilasi dan integrasi narapidana.

18 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya Offset, 2012), him 140

19 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”.Cetak Kedua
(Jakarta:

Rineka Cipta, 2002), him 107
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2) Data sekunder

Observasi ini bisa berbentuk dokumen formil dari Rumah
Tahanan Kelas IlA Kota Pekalongan, seperti agenda, notulen dan
sebagainya. Data sekunder merupakan data pendukung yang
mencangkup dokumen formil Rumah Tahanan Kelas 1A Kota
Pekalongan yang berhubungan pada tema yang peneliti angkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendapat dari beberapa ahli seperti Sugiyono® mengemukakan bahwa
pengumpulan data ialah upaya yang terpenting dalam penelitian sebab
fungsi terpenting sebuah observasi ialah untuk mendapatkan data yang
akurat. Seorang peneliti hendaknya mempunyai teknik pengumpulan data
yang relevan dalam observasinya. Dibawah ini seorang penulis dapat
mengumpulkan data dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Observasi
Sebuah pencatatan dengan menggunakan sistematik terhadap
fenomena-fenomena yang diselidiki dengan memadukan metode yang
digunakan sebagai pengamatan atau bisa disebut sebagai metode
observasi.?* Apabila responden yang diamati tidak terlalu besar serta
penelitian berkenaan dengan gejala-gejala alam, perilaku manusia dan
proses kerja maka digunakanlah teknik pengumpulan data. Penulis

melakukan penelitian secara langsung terhadap petugas warga binaan

20 Sugiyono, “Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Cet 20.
(Bandung: Alfabate, 2013) him 308
2L Sutrisno Hadi, “Metodologi Research”. (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm 136
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di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan. Peneliti datang ke
tempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat
dalam kegiatan tersebut atau bisa disebut juga sebagai observasi pasif.
Peneliti akan melakukan penelitian terkait kegiatan pembinaan
terhadap asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas 1A Kota

Pekalongan.

. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan adanya
komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden atau bisa
disebut juga sebagai wawancara. Proses tanya jawab yang dilakukan
secara sistematis dan berdasar pada petunjuk penelitian, atau dialog
yang dilakukan si pewawancara agar mendapatkan informasi dari
narasumber hal tersebut merupakan ciri khas dari sebuah wawancara.
Tanpa diadakannya wawancara peneliti akan kehilangan informasi
yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada
responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari
setiap survey. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu
penelitian survey. Untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan
melakukan proses wawancara terhadap pimpinan rutan, staf pengelola
beserta jajarannya di rutan kelas 1A Kota Pekalongan, Narapidana,

dan Masyarakat.
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c. Dokumentasi

Sebuah metode yang digunakan untuk mencari sumber data tentang
variabel yang berupa agenda, lengger, notulen rapat, prasasti, majalah,
surat kabar, buku, transkip, dan catatan-catatan bisa juga disebut
sebagai dokumentasi.?> Dokumentasi juga dapat dikatakan sebagai
teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data
dari berbagai fakta-fakta unik yang menarik baik berbentuk dokumen
maupun gambar dan observasi ini berhubungan langsung dengan
tempat dimana peneliti akan melakukan observasi.

5. Tekhnik Analisis Data

Dalam hal melakukan penelitian data peneliti berpegang pada
peraturan perundang-undangan yang dikaji secara kualitatif. Peneliti juga
melakukan teknik ini dengan cara mengadakan observasi di lapangan
sesuai dengan permasalahan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan data asli.
Hal itulah yang dinamakan analisis secara yuridis empiris. Dalam hal
teknik analisis data dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah dibawah
ini ialah diantaranya:

a. Reduksi Data

Teknis yang digunakan oleh peneliti dengan cara memilih hal-hal
yang difokuskan dalam pokok permasalahan dengan sesuatu yang

penting, kemudian digali lagi pola beserta temanya sampai tersusun

2 Purwono, “Dasar-dasar Dokumentasi”. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm 23
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supaya mudah dipahami secara sistematis kemudian barulah
dirangkum dengan bahasa sendiri menganalisis sesuai apa yang terjadi
di dalam lapangan.

. Display Data

Dalam membuat display data merupakan analisis dalam
pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan supaya data yang
didapatkan banyak jumlahnya bisa dipahami secara umum dan dipilih
secara fisik serta dibuat dalam bentuk bagan, hal tersebutlah yang
menjadikan mengapa peneliti melakukan observasi menggunakan

display data.

. Verifikasi Data

Merupakan teknik yang dilaksanakan dengan cara mencari data
dan makna serta mencoba untuk mengumpulkanberbagi sumber yang
telah dirangkum. Pada akhirnya ditemukan suatu kesimpulan dengan
mengelola data dilapangan. Apabila sebelumnya data yang Kita
gunakan masih belum jelas atau terlihat kabur dengan keraguan tetapi
dengan bertambahnya data yang diambil suatu kesimpulan maka
kesimpulan pun akan tersusun secara sistematis.

Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data
dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut
lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
dengan Peer debriefing. Peer debriefing adalah kegiatan yang

menghasilkan poin penting bagi analisis data dan membantu
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mengungkap pendorong dan penghambat dalam implementasi
kebijakan publik.

d. Menarik Kesimpulan

Merupakan suatu kegiatan dari konfirmasi yang utuh, kesimpulan-
kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung definisi ini

ialah menurut Miles dan Huberman.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh informasi mengenai gambaran yang jelas mengenai
proposal skripsi ini, maka observasi ini disusun menggunakan langkah-

langkah diantaranya ialah :

Bab | Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan
penelitian sebelumnya yang relevan), metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan

dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian.

Bab Il kajian teoriakan menjabarkanmengenai tinjauan yuridis tentang
asimilasi dan integrasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19
perspektif permenkumham dan teori figih siyasah serta hal-hal yang

berkaitan.

Bab Il merupakan bagian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang

berisi tentang Rutan Kelas I1lA Kota Pekalongan (Latar Belakang berdirinya
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Rutan Kelas 1A Kota Pekalongan. Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan
produk-produk yang ada di Rutan Kelas 1A Kota Pekalongan.Selanjutnya
juga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan
asimilasi dan integrasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Rutan

Kelas IlA Kota Pekalongan.

Bab IV membahas tentang Implementasi Asimilasi dan Integrasi pada
masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I1A Kota Pekalongan dan Pemberian
Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Figih
Siyasah serta Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan Kelas IIA

Pekalongan dalam Perspektif Permenkumham dan hal-hal yang berkaitan.

Bab V bertujuan memberikan inti dari seluruh uraian yang dijelaskan,
dalam bab ini tersusun atas ringkasan atau kesimpulan dari hasil observasi
dan sumbangan fikiran kepada pihak-pihak yang terkait serta saran-saran

sebagai bahan masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas 1A
Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, dalam pemberian asimilasi dan integrasi pegawai
rutan berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah
mengenai asimilasi dan integrasi. Petugas rutan tidak memberikan
keputusan lain selain dari Permenkumham tersebut. Kemudian dalam hal
pemenuhan hak-hak bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatam juga telah
berjalan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah yaitu sesuai dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Ham, dan para Warga Binaan juga sudah
memahami bagaimana ketentuan prosedur beserta tata cara dalam proses
asimilasi dan integrasi selama di dalam Rumah Tahanan Negara. Dari
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat kesesuaian
terhadap dasar hukum yang diperoleh peneliti dengan yang digunakan
petugas rutan dalam melaksanakan pemberian asimilasi dan integrasi,
sebagaimana yang telah dipaparakan oleh penulis diatas tadi adalah
beberapa undangundang yang di jadikan dasar hukum oleh petugas rutan.

2. Sedangkan penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif figih
siyasah dapat dikatakan tidak sama. Karena dalam persyaratan
memperoleh asimilasi dan integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tidak ada prinsip pemaafan bagi pelaku tindak

138
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pidana untuk mengurangi masa hukuman. Sedangkan dalam sistem
pengampunan pemaafan ialah hal yang dicintai dan disunnahkan.Penulis
menyarankan bahwa dalam penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah
Tahanan Kelas IIA Pekalongan pada masa pandemi covid-19, perlu
ditambah syarat adanya pemaafan dari korban atau wali korban.Hal ini
bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

. Penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA
Pekalongan dapat dikatakan sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 10 dan 32 Tahun 2020. Yaitu narapidana
mendapatkan hak asimilasi yang dilakukan dirumah dan tetap berada
dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekalongan hal tersebut
bertujuan untuk mengurangi over kapasitas di dalam sel. Dalam pemberian
asimilasi dan integrasi narapidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu
yang sudah ditetapkan oleh Permenkumham.

Kesesuaian antara figih siyasah dan Permenkumham vyaitu dalam figih
siyasah istilah Asimilasi dan Integrasi yang mendekati ialah pengampunan
yakni memberikan hak bagi pelaku untuk mendapatkan peringanan
hukuman. Sedangkan dalam Permenkumham istilah Asimilasi dan
Integrasi yakni memberikan hak bagi Narapidana untuk memperoleh
pembebasan dengan cara berbaur kembali di tengah kehidupan
masyarakat. Kesesuaian antara keduanya terlihat dalam pemberian haknya

yaitu tersangka sama-sama mendapatkan haknya.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap penerapan asimilasi
dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan, maka ada beberapa
saran yang perlu penulis sampaikan untuk mengakhiri penulisan skripsi ini,
diantaranya sebagai berikut:

1. Atas dasar penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk
petugas Rumah Tahanan Kelas 1A Pekalongan dalam pengusulan, proses,
dan syarat-syarat pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana
diberikan kebijakan tambahan selain yang sudah tertera di dalam
permenkumham yang ada, agar setiap narapidana yang mendapatkan hak
asimilasi dan integrasi menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan

yang sudah dilakukannya.

2. Kepada petugas UPT Rutan Kelas IIA Pekalongan, diharapkan dapat
menjalankan progam asimilasi dan integrasi sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan oleh Permenkumham agar tercapai tujuannya.

3. Kepada seluruh elemen masyarakat, yang terlibat dalam hal ini baik
langsung ataupun tidak langsung. Seperti petugas Rutan dan masyarakat.
Diharapkan dapat mendukung adanya progam dari pemerintah yaitu

asimilasi dan integrasi narapidana.
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